
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 10 TAHUN 201 1 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL 

NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR 
SURATISURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARAI 

KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SlPlL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu rnengubah 
daftar instansi dan angka kode instansi pusat sebagaimana ditentukan 
dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor 
Persetujuan Teknis, dan Nomor SuraffSurat Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian NegaralKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian 
Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil; 

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 1 Republik lndonesia 
Nomor 3890); 



2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 63 
Tahun 2009 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lernbaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 
2005; 

4. Keputusan Presiden Nomor 11 0 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi 
dan Tugas Eselon I Lernbaga Pernerintah Non Departemen, 
sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pernbentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

6. Keputusan Presiden Nornor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan ~rganisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kernenterian Negara; 

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pernerintah 
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan. 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 
2003 tentang Petunjuk Teknis Pernberhentian dan Pemberian 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun JandalDudanya 
sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan. Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di 
Bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 



10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 
Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 
2008; 

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan 
Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor SuratlSurat 
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaralKepala Kantor 
Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2010; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG 
PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN 
TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR 
SURATISURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN 
NEGARAIKEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN 
NEGARA TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL. 

Pasal I 

Mengubah Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan 
Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan 
Teknis, dan Nomor SuraVSurat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian 
NegaralKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang 
Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara ini. 



Pasal II 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Juni 2011 

KEPALA 

OPO ASHARI 



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 10 Tahun 2011 
TANGGAL : 28 Juni 2011 

ANGKA KODE INSTANSI PUSAT 

. 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Kementerian Pertanian 

Kementerian Kehutanan 

Kementerian Perhubungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kementerian Pekerjaan Umum 

Kementerian Kesehatan 

Kementerian Pendidikan Nasional 

13009 

1301 0 

13011 

1301 2 

1301 3 

13014 

1301 5 

1301 6 





PEGAWAIAN NEGARA, 

TOP0 ASHARI 


